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Nomor : 143/0353/BPD Yth. 1. Gubernur
Sifat . Penting 2. Bupati/Wali Kota
Lampiran : 2 (dua) ekspl (Lokasi Dana Desa)
Hal . Penjelasan Teknis Isu-isu Strategis di—

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Seluruh Indonesia

Keuangan Desa

Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan mengenai Desa
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desg;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
peraturan perubahannya;

c. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan
dan peraturan perubahannya;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetang
Pengelolaan Keuangan Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dasa

g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/4611/SJ tentang
Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/2857/SJ tanggal 14 April 2020 tentang Implementasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan,
Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa;

j.  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ tentang
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Dalam Pembangunan Desa; dan

k. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor
188.32/7444/BPD tanggal 25 Oktober 2019 hal Penjelasan Teknis.

Dan hal-hal yang menjadi kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan

Desa, yaitu:

a. Perhitungan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD);

b. gebijakan penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan perangkat
esa;

¢. Kebijakan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;

d. Kerugian Desa;

e. Pemanfaatan kode rekening 90-99;



f.

Penanganan lanjutan pandemi COVID-19 di Desa; dan

g. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Desa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1.

Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Pasal 96 ayat (3)
huruf a dan b pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, bahwa pembagiannya kepada setiap Desa terlebih dahulu
menghitung pengalokasian anggaran dengan mempertimbangkan
ketentuan huruf a, yaitu: Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan
perangkat Desa (perhitungan atas kebutuhan mempedomani Pasal 81
pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa); dan selanjutya menghitung pengalokasian anggaran dengan
mempertimbangkan ketentuan huruf b, yaitu: Jumlah perduduk Desa,
angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan
geografis Desa.

Kebijakan Siltap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat

berimplikasi:

a. Terpenuhi maupun tidak terpenuhinya kebijakan tersebut. Mengingat
pentingnya penguatan kinerja Kepala Desa dan perangkat Desa,
selain bersumber dari ADD dapat bersumber dari pendapatan
lainnya di Desa, di samping itu Pemerintah Daerah dapat mendorong
pemenuhan kebijakan tersebut melalui bantuan keuangan yang
bersifat khusus.

b. Terbatasnya ADD hanya untuk pemenuhan proporsi belanja 30%
sebagaimana ketentuan Pasal 100 pada PP Nomor 11 Tahun 2019
dimaksud, hal ini dimungkinkan akan berimplikasi tidak terpenuhi
belanja lainnya. Dalam menyikapi hal tersebut dapat dipenuhi dari
sumber-sumber pendapatan selain dari ADD.

c. Dalamrangka pemenuhan Siltap sesuai ketentuan Pasal 81 pada PP
Nomor 11 Tahun 2019 dimaksud akan dimungkinkan berimplikasi
terjadinya pelampauan proporsi belanja lebih dari 30% sebagaimana
ketentuan Pasal 100. Dalam menyikapi hal tersebut, maka
kepatuhan prioritas pada ketentuan Pasal 81 pada PP Nomor 11
Tahun 2019 dimaksud karena filosofi disusurnya PP tersebut adalah
untuk  meningkatkan  kinerja dan  kualitas pelayanan
penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan memperhatikan
kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat Desa agar Siltap yang
diterimanya selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan

hak yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal

66 Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam

hal memenuhi kewajiban untuk Pemotongan, Penyetoran, dan

Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa, maka pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Kewajiban 4% iuran jaminan kesehatan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan 1%
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) yang diutamakan dari ADD, kalaupun tidak dapat dipenuhi,
maka dapat bersumber dari pendapatan selain Dana Desa.



b.

Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat

Desa sebesar 1% adalah dengan memotong ADD secara intercept

sebelum disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan mekanisme

sebagai berikut:

1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan BPJS Kesehatan membuat berita
acara Kesepakatan pemotongan iuran jaminan kesehatan untulf
Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 1% bersumber dari
ADD.

2) Desa menyampaikan besaran kebutuhan iuran jaminan kesehatan
Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 1% kepada
Kabupaten/Kota. _

3) Kabupaten/Kota melakukan pemotongan secara intercep{
terhadap ADD untuk kebutuhan iuran jaminan kesehatan bagi
Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 1%.

4) Pencatatan penerimaan ADD pada APB Desa adalah besaran
ADD sebelum dilakukan pemotongan iuran sebesar 1%, dan
pencatatan belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan
perangkat Desa pada kode rekening 1.1.03.5.1.3.01 dan 02
sebesar nilai iuran dimaksud.

5) Selanjutnya pada Laporan semester | dan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa yang merupakan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), maka pencatatan terhadap
pendapatan ADD adalah sebesar nilai yang diterima melalui
Rekening Kas Desa (RKDesa), selanjutnya pada Belanja
dicatatkan 0 (tidak ada pengeluaran) karena telah dilakukan
pemotongan sebagaimana angka 3). Untuk menjelaskan realisasi
pendapatan dan belanja dimaksud yang menimbulkan selisih atas
nilai awal dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan
(CALK) dengan dilengkapi berita acara sebagaimana angka 1).

c. Mekanisme penatausahaan dan pelaporan realisasi pelaksanaan iuran

jaminan kesehatan di Desa dengan penggunaan SISKEUDES dapat
memperhatikan penjelasan terlampir. Selanjutnya bila mengalami
kendala atau perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi
Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina
Pemerintahan Desa c.q. Sub Direktorat Sistem Informasi Keuanngan
dan Aset melalui contact person admin di masing-masing wilayah
binaan.

Berdasarkan Pasal 77 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai kerugian Desa
kami jelaskan:

a.

b.

Kerugian Desa dapat terjadi sebagai rekomendasi hasil audit Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengembalian atas kerugian Desa diakomodir pada kode rekening
4.3.5.01 (koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimana di Kas Desa pada tahun anggaran
berjalan).

Pemanfaatan kembali atas kerugian Desa dimaksud dapat
dilaksanakan bila telah dianggarkan kembali pada APB Desa
perubahan atau APB Desa tahun berikutnya.

Tidak dilaksanakannya rekomendasi hasil audit yang menjadi kewajiban
yang bersangkutan untuk mengembalikan atas kerugian Desa
dimaksud, ditindaklanjuti/diselesaikan  sebagaimana  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan.

Kebijakan dalam penambahan kode rekening 90-99, yaitu:

a.

Kebijakan dimaksud menjadi kewenangan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
pengelolaan Keuangan Desa.

Pemanfaatan kode rekening 90-99 diminimalisir untuk kegiatan yang
bersumber dari Dana Desa agar mempermudah proses agregasi data



6. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2021, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020

tentang tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka

kebijakan mengenai Penanganan pandemi COVID-19 di Desa

menjadi perhatian khusus untuk dilanjutkan di tahun 2021, vyaitu
mengenai kegiatan yang bersifat penanganan lanjutan dan Bantuan

Langsung Tunai (BLT) Dana Desa selama 12 bulan sebesar Rp

300.000,00/Keluarga Penerima Manfat (KPM). Sehubungan dengan

hal tersebut perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam pengelolaan
keuangan Desa sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu:

a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dianggarkan di bidang 5
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
pada sub bidang Keadaan Mendesak dengan kode rekening
54.1.01.

b. Pelaksanaan BLT Dana Desa dilaksanakan secara Tunai dan/atau
non tunai.

c. Dalam hal pelaksanaan BLT Dana Desa di Tahun berjalan terjadi
ketidakcukupan pengalokasian anggaran pada sub bidang
Keadaan Mendesak Desa dapat menggunakan sub bidang lainnya
pada bidang 5 dimaksud dikarenakan bidang tersebut bersifat
fleksibel penggunaan anggarannya antar sub bidangnya.

d. Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 di Desa bersifat
hierarkis dan koordinatif dengan gugus tugas supra Desa. Adapun
pelaksanaan kegiatannya bersumber dari APB Desa, termasuk
honor gugus tugas dimaksud dapat diberikan, dan dialokasikan
pada biaya operasional pemerintahan Desa dengan kode rekening
1.1.04.5.2.2.05.

Berdasarkan Pasal 82 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan Pasal 23, 24 dan 25 pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa yang isinya antara lain:

a. mengenai pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui
monitoring dan evaluasi; dan Masyarakat Desa melalui
pemantauan.

b. Pelaksanaan pengawasan oleh BPD disertai dengan instrumen
sebagaimana lampiran Peraturan Menteri dimaksud.

c. Pengawasan oleh BPD melalui perencanaan kegiatan dan
anggaran Pemerintahan Desa; pelaksanaan kegiatan; pelaporan
pelaksanaan APB Desa; dan capaian pelaksanaan RPJM Desa:
RKP Desa; dan APB Desa.

d. Pemantauan oleh masyarakat Desa berdasarkan atas informasi
yang merupakan hak masyarakat, meliputi informasi: APB Desa;
pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan
kegiatan; realisasi APB Desa; realisasi kegiatan; kegiatan yang
belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan sisa anggaran.

e. Hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa
untuk dibahas lebih lanjut dalam musyawarah BPD dan juga
disampaikan kepada Camat dan APIP Daerah Kabupaten/Kota.



Tembusan:

f.

Hasil pemantauan masyarakat disampaikan kepada Pemerintah
Desa dan BPD untuk mendapat tanggapan atau tindak lanjut, dalam
penyelesaiannya kurang memuaskan, maka hasil pantauan dapat
disampaikan kepada Camat untuk dimediasi. Masyarakat dapat
menyampaikan hasil pemantauannya kepada APIP Daerah
Kabupaten/Kota bilamana terdapat indikasi penyalahgunaan
wewenang, kerugian keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak
pidana korupsi.

Sebagai upaya memastikan Kapasitas BPD dalam melakukan
pengawasannya maka perlu dilakukan penguatan kapasitas BPD
sebagaimana ketentuan dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

O ¥sharto Huntoyungo, M.Pd

. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;

. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
. Menteri Sekretaris Negara;

. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);

. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
. Sekretaris Kabinet;

. Kepala Staf Kepresidenan;

. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan

0. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

1
2
3
4
5. Menteri Keuangan;
6
7
8
9
1



Lampiran : 1

Nomor : 143/0353/BPD
Tanggal : 21 Januari 2021
Hal . Penjelasan Teknis Isu-isu

Strategis Dalam Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMOTONGAN BPJS DAN PENATAUSAHAANNYA
(Bersambung ke Lampiran CALK)

1. Pemerintah Desa merencanakan Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa pada RKPDes dengan perhitungan 1% dari penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa untuk selanjutnya dianggarkan pada APBDes.
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2. Operator Siskeudes mengakses menu Penganggaran untuk pengisian di menu kegiatan
sesuai RKP yang telah dibuat.
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3. Pada Menu Pendapatan, penginputan pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diisi
dengan memperhitungkan pagu anggaran bruto (termasuk alokasi anggaran 1% belanja
jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa) yang akan dianggarkan pada APBDes,
namun untuk realisasinya nanti akan langsung dipotong oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam penyaluran ADD.
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4. Setelah dilakukan pengisian pada menu Kegiatan dan Pendapatan, selanjutnya operator
Siskeudes melakukan penginputan pada menu Belanja.

..z: Data Penganggaran APBDesa

7 PEMERINTAH DESAA
____DATA BELANJADESA
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.2 Data Penganggaran Al"BD::n l
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5. Pada menu Penerimaan Pendapatan Desa, operator Siskeudes mencatatkan penerimaan
yang masuk di desa sesuai dengan jumlah pagu ADD yang ditransfer ke Desa dengan
dibuktikan dokumen SP2D dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan cetak Rekening Koran
pada Buku Rekening Kas Desa (jumlah pagu penyaluran ADD yang telah dipotong 1%
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota guna pembayaran Jaminan Sosial Kepala Desa dan
Perangkat Desa).
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6. Mekanisme penatusahaan Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
dengan besaran 1% meski telah dipotong pada penyaluran ADD oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota , tetap dibuatkan SPP Definitifnya oleh operator Siskeudes, Namun tidak
dicairkan pada Menu Pencairan SPP.

- SPP Pelaksana Kegiatan
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l i: Bukti Pengeluaran

o

Tgl_SPP l Ho_SPP [ Keterangan r Jumiah J ~

— —

i
10/0572021 0001/5??_:’012001/2021 Perrbayaran Slap dan mnpngan Kad( 21.000. 0cao. 00 i
|

|

1

1070872021  0002/SPP/01.2001/2021 Pembayaran Sisp dan Tunpngan Pera 113.700. cco, o

T 10067202177 000W/SPP/0 1 20012021] Pembayaran Jaminan Sosal Kades @ 1.023.000,60

|| - 101272021 COM:P/BE}QLI?OH Pembayaran Silap dan Tunjangan Kade¢ 21.000.000,00 ,
10112/2_(!*2 1~ DO_GEJSPP/E 2071)71/2021 Pembayaran Stap ¢an Tunjangan Pera 113.700.000,QQ | &
101272021 |000S/SPP/01.2001/2021 Pembayaran Jaminan Sosial Kades dan 1.023.000,00

v
No SPP [0003/5PP/012001/2021
Tgl SPP 10/06/2021
Uraian Pembayaran Jamnan Sosial Kades dan Perangkat Desa

Jumiah

l 1.023.000,00

[glzambahl ] Ubah I gaﬂapual # Batal l(gmpanl ) Cetak ] aélmup]

=2: Pencairan SPP
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Lampiran : 2

Nomor : 143/0353/BPD
Tanggal : 21 Januari 2021
Hal . Penjelasan Teknis Isu-isu

Strategis Dalam Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1. Alokasi dana desa
Penerimaan dari alokasi dana desa

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang

Tahap 1 200.000.000 199.052.000 948.000
Tahap 2 250.000.000 249.052.000 948.000
450.000.000 448.104.000 1.896.000

*keterangan:
» Terdapat kekurangan pendapatan di rekening kas desa senilai Rp 1.896.000 untuk
pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
» Kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS
Kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang dibayarkan secara langsung oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke rekening BPJS Kesehatan (Intercept).

2. Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebih)/Kurang

Belanja pegawai 256.296.000 254.400.000 1.886.000
Belanja Barang dan Jasa 93.704.000 93.704.000 0
Belanja Modal 100.000.000 100.000.000 0
450.000.000 448.104.000 1.896.000

*Keterangan:

e Belanja Pegawai tidak terealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban
pembayaran sebesar *1% dari 5% iuran BPJS telah dipotong dan ditransfer
langsung oleh Pemda ke rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban kepala desa
dan perangkat desa atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan.



